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KATA PENGANTAR 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang 

disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

(PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system dapat 

terselesaikan. 

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, 

Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan 

Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP 

Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil 

pemeriksaan: 

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 

Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi 

Umat); 

2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program 

pemerintah serta; dan 

3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan 

pengelompokkan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, dan BUMN serta badan 

lainnya. 

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran 

dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan 

keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini 

atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.  
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Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk 

melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam 

melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan 

secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat 

pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang 

atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja 

Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya. 

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK 

untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III 

yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan 

Tujuan Tertentu dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, 

antara lain:  

1. Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan 

Dengan Tujuan Tertentu adalah: 

a. Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan 

Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) 

serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

TA 2016 dan Semester I 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan 

Kejaksaan Negeri dengan 20 temuan dan nilai temuan sebesar 

Rp7.188.000.000,00, 

b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja 

Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 dengan 15 temuan 

dan nilai temuan sebesar Rp1.547.570.000,00,  

c. Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengelolaan 

Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di 

Palembang dengan 5  temuan,  

d. Mahkamah Agung tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 

2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

Bawahnya dengan 5 temuan dan nilai temuan sebesar 

Rp719.560.000,00.  
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Tujuan dan Hasil Pemeriksaan 

 

Pemeriksaan ini bertujuan memberikan rekomendasi atas 

kinerja efektivitas kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba pada Badan Narkotika Nasional. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan utama 

berupa pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya 

mampu mengungkap jaringan sindikat narkotika serta belum dapat 

dikembangkan dalam penyidikan aset TPPU; kerjasama operasi 

antara BNN dengan Polri/instansi terkait belum sepenuhnya efektif; 

dan BNN belum memiliki mekanisme pengawasan dan 

pengendalian kegiatan pemberantasan. Dari sisi perencanaan 

kegiatan pemberantasan belum didukung sepenuhnya dengan 

sasaran perencanaan organisasi yang terukur; pengalokasian sumber 

daya (anggaran, SDM, dan sarpras) yang memadai; dan mekanisme 

pelaksanaan tugas yang belum sesuai ketentuan. Selain itu, dalam 

penanganan penyidikan tindak pidana narkotika belum didukung 

dengan administrasi dan dokumentasi kegiatan yang memadai. 

Kompleksitas permasalahan yang muncul mengakibatkan efektivitas 

kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba pada BNN belum tercapai secara optimal. Hal tersebut 

dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:  

 

NO TEMUAN 

1 Perencanaan kegiatan pemberantasan yang telah 
dilaksanakan kurang efektif 

1.1 Perencanaan BNN bidang pemberantasan belum mendukung 
sasaran organisasi dan belum terukur secara memadai 

1.2 BNN belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran sesuai 
dengan pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba yang 
telah teridentifikasi 

1.3 BNN belum sepenuhnya mengalokasikan sarpras sesuai 
dengan pemetaan jaringan 

1.4 Alokasi sumber daya manusia pada bidang pemberantasan di 
lingkungan BNN belum memadai serta belum dialokasikan 
sesuai analisis beban kerja dan pemetaan jaringan yang 
teridentifikasi 



4 
 

1.5 BNN belum memiliki SOP yang sesuai ketentuan dalam 
pelaksanaan pengungkapan jaringan 

1.6 SOP penggunaan senpi untuk bela diri pada BNN belum 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 

1.7 Penanganan penyidikan tindak pidana narkotika belum 
didukung dengan administrasi dan dokumentasi kegiatan 
yang memadai 

2 Implementasi kegiatan pemberantasan yang telah 
dilaksanakan belum efektif 

2.1 Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya 
mampu mengungkap jaringan sindikat kejahatan narkotika 
secara efektif 

2.2 IKU dalam mencapai sasaran strategis pelemahan jaringan di 
tingkat deputi tidak sesuai dengan distribusi indikator kinerja 
di masing-masing direktorat maupun BNNP dan BNNK 

2.3 Pelaksanaan kegiatan pemberantasan belum sepenuhnya 
dikembangkan untuk menyelesaikan penyidikan aset (TPPU) 
tersangka tindak pidana narkotika yang telah terungkap 

2.4 BNN belum mengembangkan kerjasama pemberantasan 
narkoba antar instansi terkait secara efektif 

3 Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberantasan 
yang telah dilaksanakan belum efektif 

3.1 Pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pemberantasan 
di BNN belum memadai 

3.2 Laporan pelaksanaan pemberantasan belum mampu 
menghasilkan informasi secara berjenjang bagi kepentingan 
aktivitas pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap 
narkotika bagi jenjang di atasnya 
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